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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA KOTA TEBING TINGGI

NOMOR: 800/800.c/PPKB/2021
TENTANG

STANDAR PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

BERENCANA KOTA TEBING TINGGI

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,ANAK,PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TEBING TINGGI,

Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
yang mewajibkan setiap institusi penyelenggara
pelayanan publik baik yang melaksanakan pelayanan
langsung maupun pelayanan tidak langsung, yang
menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan,;

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan  dipandang perlu menetapkan  Surat
Keputusan,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menunjuk
dan menugaskan pejabat dan staf di lingkungan Bagian
Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi yang
dianggap mampu melaksanakan tugas dimaksud dengan
suatu Keputusan,;

Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara JLembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia



10.

15 ¥

12,

13.

14.

15.

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor :161 , Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5080 )

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3133);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota
Tebing Tinggi;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Standar Pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pelaksanaan Standar Pelayanan pada Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi Kota
Tebing Tinggi sejalan dengan Standar Operasional Prosedur
yang telah ditetapkan dan mengedepankan kepentingan
pelayanan kepada masyarakat.

Biaya pelaksanaan Standar Pelayanan di Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tebing Tinggi
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Tebing Tinggi.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di
Pada Tanggal

. Tebing Tinggi,
: 17 Juli 2021
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